
 
 

 
 

 
 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 10 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN 
PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN 

NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan 
Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu belum dapat mengakomodir dengan baik 
pelayanan perizinan PATEN di Kecamatan dan untuk 
terkoordinasinya pelayanan perizinan PATEN pada tingkat 

Kecamatan dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di 
maksud dalam  huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan 
dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non 
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4265); 
 

 



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan 
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4861); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal 
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1906); 

 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 
Tahun 2015, tentang Perizinan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 19 
tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2016 Nomor 19); 

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 45 Tahun 2012 
tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan PATEN di 

Kecamatan Se-Kabupaten Tanah Bumbu (Berita 
DaerahKabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 45); 

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016, 
tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor  29); 

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan 
Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan 
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 
Tahun 2017 Nomor 4); 

 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURANBUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG 
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN 

PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON 
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan 

Dokumen Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai 
berikut: 
 

1. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) Bab baru 
yaitu BAB VA yang berbunyi sebagai berikut: 

 

BAB VA 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 7A 

 

Izin-izin yang bersifat perorangan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2012 tentang Standar 

Pelayanan Penyelenggaraan Paten di Kecamatan Se-Kabupaten 



Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 
2012 Nomor 45), yang dikelola pada Kantor Kecamatan tetap 

dilaksanakan dengan sebutan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kecamatan (PTSP Kecamatan) dan dikoordinir oleh Dinas 

PMPTSP. 
 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

 
 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 21 Maret 2018 

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
 
 

 
MARDANI H. MAMING 

 
 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 21 Maret 2018  

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 

 
 

 
 

ERNO RUDI HANDOKO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018       

NOMOR 10 


